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P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 04 Maret 1989, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan

XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  XXXXX,  11  April  1990,  agama  Islam,

pendidikan Diploma I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

di  Desa  XXXXX,  Kecamatan  XXXXX,  Kabupaten  Tapanuli

Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat

tinggalnya  di  wilayah  Republik  Indonesia (Ghoib), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal  04 Januari  2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Padang  Sidempuan,

dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Psp, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana

sesuai dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  XXXXX,  tertanggal  03
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September 2018;

2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  Perawan

sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Kabupaten Tapanuli  Selatan dan  sejak tahun 2019 antara Penggugat

dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa  selama  ikatan  pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba’da

dukhul), dan belum di karuniai seorang anak;

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan baik, akan  tetapi sejak tahun 2019 Tergugat pergi

dari  rumah  kediaman  bersama  dan  meninggalkan  Penggugat  dari

rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas dan sejak

saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah kediaman bersama,

dan  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi  pernah  memberikan  nafkah

kepada  Penggugat  dan  sejak  saat  itu  pula  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama

kurang lebih 4 (empat) tahun;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai

kepada  Tergugat  dan  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Padangsidimpuan  agar  menjatuhkan  talak  Tergugat  kepada  Penggugat

dengan dalil atau alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat

dirumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas secara

berturut-turut selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

kepada  Bapak Ketua  Pengadilan  Agama  Padang  Sidempuan  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut:

Primer  :  

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang

berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya

atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

tanggal   telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Bahwa  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  berfikir  untuk  tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  berdasarkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016,  bahwa  setiap

perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  harus  terlebih  dahulu  melalui  proses

mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi

dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya
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dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat  dalam

sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah Nomor  XXXXX, tertanggal 03  September

2018,  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Kecamatan  XXXXX,  Kabupaten

Tapanuli  Selatan.  Bukti  surat  tersebut  telah  dicocokkan dan  sesuai

dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir,

kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXX, tertanggal 24-07-

2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos,

serta telah dilegalisir,  kemudian diparaf dan diberi  tanggal serta diberi

kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor XXXXX tertanggal 03-Januari-

2024 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepada Desa XXXXX.

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah

diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan

diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.3);

B. Saksi.

1. XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak ipar Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang

menikah pada tahun 2018;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan;
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

 Bahwa  setahu  saksi,  pada  awalnya  rumah  tangga  antara

Penggugat  dan  Tergugat  rukun,  namun  kemudian  sudah  tidak

harmonis  lagi  karena Tergugat  meninggalkan Penggugat  dengan

alasan yang tidak jelas;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua)

tahun  yang  lalu,  sejak  itu  Tergugat  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman bersama;

 Bahwa  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat,  namun usaha tersebut  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap

ingin bercerai dengan Tergugat;

 Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  menasehati

Penggugat  dan  Tergugat,  karena  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah sepupu Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang

menikah pada tahun 2018;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

 Bahwa  setahu  saksi,  pada  awalnya  rumah  tangga  antara

Penggugat  dan  Tergugat  rukun,  namun  kemudian  sudah  tidak

harmonis  lagi  karena Tergugat  meninggalkan Penggugat  dengan

alasan yang tidak jelas;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua)

tahun  yang  lalu,  sejak  itu  Tergugat  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman bersama;
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 Bahwa  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat,  namun usaha tersebut  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap

ingin bercerai dengan Tergugat;

 Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  menasehati

Penggugat  dan  Tergugat,  karena  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan 

yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang 

tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar

berfikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat  namun tidak  berhasil,  dengan

demikian  pemeriksaan  a  quo  telah  memenuhi  maksud Pasal  39  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan

ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasa

hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat

dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  dalam  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

menyatakan  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dari  kediaman

bersamanya  di  Desa  XXXXX,  Kecamatan  XXXXX,  Kabupaten  Tapanuli

Selatan tanpa pamit  dan tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 4

(empat) tahun;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  dapat  didengar  jawabannya

karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara

sah  dan  patut,  disamping  itu  gugatan  Penggugat  beralasan  dan  tidak

bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus

tanpa  hadirnya  Tergugat  (Verstek)  sesuai  pasal  149  ayat  (1)  R.Bg  dan

kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang

berbunyi :

Artinya  :  “Barang  siapa  yang  dipanggil  Hakim  Islam  di  dalam

persidangan,  sedangkan orang tersebut  tidak memenuhi  panggilan

itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. “ (Ahkamul

Qur-an II : 405);

Menimbang,  bahwa  menurut  hukum  acara,  perkara  ini  dapat

diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya  Tergugat  dan  ketidakhadirannya

Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan

Majelis  Hakim bahwa  Tergugat  mengakui  semua  gugatan  yang  diajukan
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Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  adalah  masalah

perceraian (Lex Spesialis), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan

wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Surat  Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  membebani  Penggugat  untuk

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat  telah  mengajukan alat  bukti  yang akan dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  (P.1) sampai  dengan (P.3) tersebut

merupakan fotokopi  sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat

sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-

nazageling,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1888  KUH Perdata  dan

Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea

Materai  serta  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020

tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi

persyaratan  formil  dan  dapat  diterima,  dan  secara  materiil  dapat

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  (Fotokopi  Kutipan  Akta

Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut

telah  memenuhi  syarat  formal  dan  meteriil,  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  di  atas,  maka  harus
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dinyatakan telah terbukti  menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat

telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 September 2018;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  dan  Tergugat  masih

terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebelumnya,

maka Penggugat sebagai Persona Standi in Judicio yang kemudian memiliki

Legal Standing, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang

mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  (Fotokopi  KTP)  yang

merupakan  akta  otentik  dan  telah  bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat merupakan warga

Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3 (Fotokopi  Surat

Keterangan Ghoib) yang merupakan bukan akta otentik yang dikeluarkan

oleh  Kepala  Desa  XXXXX,  Kecamatan  XXXXX,  Kabupaten  Tapanuli

Selatan,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan jika  dulunya Tergugat  merupakan

warga  Desa  XXXXX,  Kecamatan  XXXXX,  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,

akan  tetapi  saat  ini  tidak  diketahui  lagi  keberadaannya,  sehingga  bukti

tersebut oleh Hakim sebagai bukti permulaan (begin van bewijskracht) yang

harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang,  bahwa saksi  1  Penggugat,  sudah dewasa dan sudah

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat

(2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa saksi  2  Penggugat,  sudah dewasa dan sudah

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  2  Penggugat  tersebut  sudah
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memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat

(2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dianggap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi sebagai pembuktian

di persidangan yang merujuk pada Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 ayat (2)

Rbg;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  surat  P.3  yang  diajukan

Penggugat kemudian dikategorikan oleh Hakim di persidangan itu diterima

sebagai bukti  permulaan (begin van bewijskracht)  ditambah dengan bukti

saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan

bukti  surat  yang  diajukan. Hakim  berpendapat  bukti  yang  diajukan  oleh

Penggugat di  dalam  persidangan  telah  memenuhi  batas  minimal

pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui

secara langsung mengenai alasan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat

dari  tempat  kediaman  bersama,  namun  kedua  saksi  tersebut  mengetahui

adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka Majelis

Hakim  berdasarkan  persangkaannya  berpendapat  bahwa  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian

antara  keduanya  telah  terwujud,  hal  ini  sejalan  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor :  379 K/AG/1998 tanggal  17 Maret 1999, yang

mengandung abstrak hukum bahwa “Hidup berpisah tidak dalam satu tempat

kediaman  bersama  merupakan  fakta  yang  cukup  sesuai  dengan  alasan

perceraian  berdasarkan  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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a. Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah  menikah

pada tanggal 03 September 2018;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan

belum dikaruniai anak;

c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas;

d. Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama kurang lebih 2

(dua) tahun;

e. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat,  namun  usaha  tersebut  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap  ingin

bercerai dengan Tergugat;

f. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak

pernah  saling  memperdulikan  lagi  sebagaimana  layaknya  hubungan

komunikasi suami-istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah,

dan rahmah (vide  Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam)  tidak dapat  terwujud

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  119  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam, “Talak Ba’in Shugra adalah talak yang tidak boleh

dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam

masa  iddah”.  Pasal  tersebut  telah  memenuhi  norma  Hukum Islam yang

terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia

mengaku  selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari
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suaminya sehingga hal  tersebut dapat menghalangi keberlasungan

hubungan suami istri antara mereka berdua”;.

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  persidangan  telah

menunjukkan  sikap  dan  tekadnya  untuk  bercerai,  dan  tidak  mau  lagi

mempertahankan  perkawinannya  dengan  Tergugat.  Apabila  hal  tersebut

telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang

selama  ini  dibina  bersama,  maka  suatu  fakta  bahwa  mempertahankan

perkawinan seperti  ini  tidak ada manfaatnya.  Hal  ini  sesuai  dengan dalil

Syar’i  /  doktrin  ulama yang diambil  alih sebagai  pendapat  Majelis  Hakim

yang berbunyi :

المـصالح      جـلب على مقدم المفاسد درء

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah

memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat

2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.  Pasal  19 huruf  (b)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam, bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain di  luar kemampuannya”,  oleh karenanya petitum angka 2

(dua) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  mengenai  petitum  Penggugat  angka  2  (dua)  yang

kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan, maka Majelis

Hakim berkesimpulan melalui  persangkaan dan keyakinan Majelis  Hakim

bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri  incassu Penggugat

sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri

(ba’da dukhul) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum

Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba’in sughra telah

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  119  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh
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karenanya dapat dikabulkan secara verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut  di  atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang sah, maka Penggugat dan Tergugat  persona standi in judicio

dalam perkara perceraian ini;

2. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang mengadili perkara

ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat, sebagaimana yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7  Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama sebagaimana yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  selama 2 tahun berturut-

turut,  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar

kemampuannya;

4. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama kurang

lebih 2 (dua) tahun;

Perceraian  Penggugat  dengan Tergugat  merupakan perceraian  yang

pertama,  maka  menurut  hukum  Islam  talak  Tergugat  terhadap  Penggugat

adalah talak satu ba’in sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara  a quo masuk dalam bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap di depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXX);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari

Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah

1445 Hijriah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim yang bersidang, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Hakim

tersebut,  dan  Dhuha  Azwari  Pebriana,  S.H.,  M.Kn. sebagai  Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Zainul Fajri, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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1. PNBP : Rp30.000,00

2. Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan : Rp800.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
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